
Mengingat 

Menimbang: 

~~,~~ 
PERATUR/i.:N BUPATl GARUT 

NOMOR 267 TAHUN 2009 

TEN TANG' 

PERUBAHAN ATA$ P&RATURAN ;BUPATI GARUT NOMOR 231 TAHUN 2008 
TENTANG PENDEL&GASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA PARA PEJABAT 

DALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIOANG KEPEGAWAIAN 
OIUNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 
a. bahwa dalam rangka efektivitas proses penandatanganan Naskah Dinas 

bidang kepegawaian di tmgkungan Pemerintah Kabupaten Garut, 
Pemerintah Oaerah menetapka.n Peraturan Bupati Garut Nomor 231 
Tahun 2008 tentang Pendetegasian Wewenang Bupati Kepada Para 
Pejabat Dalam Penandatanganan Naskah Dinas Bidang Kepegawaian 
di Ungkungan Pemerfnt.ah Kabupaten Garut; 

b, bahwa sehubungan adanya penugasan lnspektur Kabupaten Garut 
sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Oaerah Kabupaten Garut sesuai 
Surat Perlntah Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/411 /BKD perihal 
Pefl09ngkatan H. Iman Alirahman, SH, M.Si, sebagai Pelaksana Tugas 
(Pit.) Se:Jtretaris Daerah Kabu.paten Garut, maka P.eraturan Bupati Ga.rut 
sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas perlu ditinjau kembali dan 
difakukan penyesuaian; 

e, bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang..Undang Nomor 14 Tanun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
~ Dafa:m lingkungan Propinsi Jawa Barat (Serita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah dwbah dengan Undang-Undang Nornor 4 Tahun 
1918 tentang Ptffltbentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daenah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Bnt (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahon 1968 Nomor 31, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang..Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Rept,bffk Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara RepUblik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang..Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
At11 Undang .. Undang Nomot 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
KepeQ&waian (Lembaran Nef1ata RepubUk Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambaha,n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389.Q}; · 
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3. Uooang..Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kafi diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun .2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintanan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang ... Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pu$at dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
tndonesta Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Oisiplin 
Pegawai Negeri Sipif (lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 1980 
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang fzin Perkawinan dan 
Pereeraian Bagi Pegawai Negeri Sipif (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahon 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1983 tentang tzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 
Sipff (Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 3424); 

7. Peraturan Pemenntah Nomor 97 Tahon 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri 
Sipit (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1.94, 
Tambahan Lembaran Nega.ra RepubUk Indonesia Nomor 4015) sebagaimana 
tefah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri SipH (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3952); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai 
Negeri Sipit (Lembnn Negara RepubJ,k Indonesia Tahun 2QOO Nomor 195, 
Tambahan Lembaran >Negara Repubtik tndonesta Nomor 4016} sebag.aimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atae Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawal ··Negeri Sip.ii (l.embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 419.2); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negerl Sipll (Lembaran Negara Republik lndcmesia Tahun 2000 
Nomor 196, Tambahan Lembaran Neg.ara Republik Indonesia Nomor 4017) 
seoegatmana tetan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002 tentan; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri SipH (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4193); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan 
Pefatihan Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4019); 

11.Peraturan. Pemerintah Nomor. 9 .Tahun 2003 . tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 



Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah mempunyai wewenang sepanjang mengenai : 
a. Penandatanganan Surat .Perintah Pelaksana Harian dan Surat Perintah Pelaksana 

Tugas untuk Jabatan Struktural Eselon Ht; 
b. Surat Perintah, Surat Tugas dan penempatan Pegawal Negeri Sipil Golongan IV/b ke 

atas yang tidak mendudukf jabatan sepanJang masih dalam lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Garut; 

c. Surat Perintah bagi Pegawa.i Negeri Sipit mengikuti Diklat Plmpinan Tingkat Ill; 
d. Surat Perintah mengikuti Pendidlkan Teknis Fungsionat/Teknis Substantif untuk 

Eselon n dan Pejabat Fungsional Ahli Madya; 
e. Penandatanganan Surat Pemyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan 

dan Surat Per.nyataan. Metaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
menduaukr Jabatan Sttukturat Esek>n H(fan Eseton Ill Pimptnan Unit Kerja, Eselon m 
di lingkungan Sekretariat Oaerah serta Jabatan Fungsional Ahli Madya ke atas. 

Bagtan Pertama 
Wewenang Pelaksana Togas 

Sekretaris Daerah 
Pasal 3 

Beberapa Ketentuan datam Peraturan Bupati Garut Nomor 231 Tahun 2008 tentang 
Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Para Pejabat Datam Penandatanganan Naskah 
Oinas Bidang Kepegawaian di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Garut, diubah sebagai 
berikut : 

1. Ketentuan Bagian Pertama Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN SUPATI GARUT NOMOR 231 TAHUN 2008 TENTANG 
PENDELEG·ASIAN WEWENANG 8UPATI KEPADA PARA PEJABAT 
DAL.AM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BIOANG 
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT. 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Oaerah Propinsi dan 
Pemerintaf1an Dewan .Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahon 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

13.Paturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerim:ahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut 
Tahon 2008 Nomor 27); 

14 .. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan 
lnspektorat Kabupaten Garut (lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 
2008 Nomor 39). 



Kepata Badan Kepegawaian dan Diktat mempunya4 wewenang sepanjang mengenai : 
a. Petikan Keputusan Pengangkatan Caton Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai 

Negeri Sipit Oaerah Golongan J, H dan Ill; · 
b. Surat lzin Cuti Besar, Cuti Tanunan, Cuti Bersalin, Cuti Sakit, Cuti karena alasan 

panting Pegawai Negeri SipU yang menduduki Jabatan Strukturat Eselon m, IV dan 
Jabatan Fungsional sampai dengan Ahli Madya serta Golongan IV yang tidak 
mempunyai jabatan; 

c. Petikan Keputusan supati tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eseton II, Eseton 
m, Pimpinan Unit Kerja Eseton IH di Ungkungan Sekretariat Oaerah dan Camat serta 
Jabatan Fungsional Ahli Madya ke atas: 

d. Pelikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan Ill/a, 111/b, 111/c, 
Hiid dan/atau Pejabat Strukturat Esefon. Ill; 

e. Surat Penetapan tentang Kenaikan . Gaji (SPTKG) Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduld Jabatan Strukturat Eselon ff. b, Eseton Ill, Eselon IV di Lingkungan 
Sekretariat Oaerah, Keeamatan dan Keturahan serta Gotongan I sampai dengan 
Golongan IV yang Udak menduduki Jabatan Struktural; 

f. Penandatanganan Surat Perintah Pelaksana Harian dan Surat Perintah Pelaksana 
Tugas untuk Jabatan Struktural Eseton JV; 

g. Pengajuan Usutan Pertimbangan Teknis Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sfpif Golongan 111/b, 111/c, Hild, IV/a dan IV/b; 

h. Surat Perintah, Surat Tugas dan Penempatan Pegawai Negeri S.ipil Golongan Ill dan 
IV/a, yang tidak menduduki jabatan sepanjang masih dalam lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Garut; 

L Keputu.san Pensiun Pegawal Negeri Sipil atas permohonan sendiri Golongan 111/d ke 
bawah; 

J. Menandatangani Keputusan Pernberhentian Bebas Tugas dari jabatan bagi Pegawai 
Gotongan llf/d ke bawah dan Pejabat Strukturat Eselon IV; 

k. Pemberian tzfn Belajar Pegawai Negeri StpH bagi pendidikan jenjang 52, SI, 03 dan 
jenjang SL TA ke bawah; 

I. Surat Perintah Pegawai Negeri SfpH untuk mengikuti Diklat Pimpinan Tingkat IV; 
m. Surat Perintah mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional/Tek.nis Substantif untuk 

Eseton IH; 
n. Pen1ndatanganen P.etf:kan . Keputuaan lupati. tentang Pengangkatan den 

Penyesualan/lnpassing Jabatan Fungsfonat sampai dengan Ahli Muda dan Ahli Madya 
ke atas: 

o. Penandatanganan Keputusan Hukuman Oisiplin Ringan terhadap Pejabat Struktural 
Eselon 11.b, Kepafa Kantor dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut; 

p. Menandatangani Keputusan Pemberhentian 8ebas Tugas dari Jabatan bagi Pegawai 
Negeri SipU Gotongan IV/a dan IV/b serta Pejabat Struktural Eselon 111; 

q. lzin Perceraian/Surat Keterang.an bagi Pegawai Negeri Sipit Golongan I, II, Ill dan IV; 
r. Penandatanganan .· Surat Pernyataan Pefantikan, Surat Pernyataan Menduduki 

Jabatan gan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
menduduki Jabatan Strukturat EseJon IU. Eseton IV dan Fungsional Golongan IV/a 
bHamana Pimpinan Unit Kerja O.efinitif belum terisi; 

Bagian Ketiga 
Wewenang Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat 

Pasal 5 
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2. Ketentuan Bagian ketiga P.asaJ 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 



H, .lMAtf MJBAHMAH, AH, N,11 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NtP.195901131885031 001 

BERITA DAl!RAH KABUPATl!N CIARUT 
TAHUN NOMOR 

Dtwtdafflkan dl Garut 
pada tanggat 
Pit Sl!KRETARIS DAERAH KASUPATl!N GARUT, 

INSPEKTUR 

Ditetapkan di Garut 
pad a tanggal 10 - c; • ~009 
B U P A T I G A R U T, 

Pasal II 
Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Garut. 
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s. Menandatanganf Keputusan Oi.sipfin Ringan terhadap PeJabat Eselon Ill, IV dan yang 

tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungannya; 
t. Penandatanganan Surat Persetujuan Pindah Bekerja Pegawai Negeri Sipit antar 

Kabupaten. Propinsi dan Pemeritah Pusat; 
u. Penandatanganan Petikan Surat Keputu&an Bupsti tentang Pengangkatan Jabatan 

Strukturaf Esefon m dan Fungsional Golongan IV/a sampai dengan Ahli Muda; 
v. UsuJan eaten peserta Ujian Dinas Tingkat J, Tingkat II dan Penyesuaian Kenaikan 

Pangkat; 
w. Penandatanganan usel pertimbangan dari Dim~s Pendidikan tentang pindah tempat 

bekerja Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Guru; 
x, Pengajuan .usufan Pertirnbangan Peserta Oildat yang sudah menduduki Jabatan 

Struktural Eselon II dan Ill serta Pejabat Fungsional Ahli Madya; 
y. Penandatanganan Surat lzin Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri 

menjadi Calon Kepala Desa. 
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